
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2022 - 2026;

a. bahwa guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal
untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 21 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 ten tang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kota
Banjarmasin perlu menyusun rencana aksi daerah standar
pelayanan minimal;

Menimbang

WALlKOTABANJARMASIN,
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11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjamasin Nomor
63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 67);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
ten tang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Kententeraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1687);



Dalam Peraturan Wall Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KotaBanjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota
Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang selanjunya disingkat DPRDadalah
DewanPerwakilanRakyat Daerah KotaBanjarmasin.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah
unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah
orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal. .

8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar,
penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan
pemenuhan pelayanan dasar.

9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar WargaNegara.

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan
barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap
WargaNegara secara minimal.

11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualltas barang
dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam
Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

13. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya
disingkat RADSPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan
arahan dalam upaya pencapaian target SPMTahun 2022 - 2026.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima)tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURANWALl KOTATENTANGRENCANAAKSI DAERAH
STANDAR PELAYANANMINIMAL DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN2022 - 2026;

Menetapkan



RAD SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD SPM, dan penyusunan dokumen
perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 7

(1)Dokumen RADSPMsebagaimana dimaksud dalam Pasal5 terdiri dari:
BABI : Pendahuluan. .
BABII : KondisiUmumWilayah.
BAB III :Analisis Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar dan

Permasalahan yang dihadapi,
BABIV : KebijakanNasional Pencapaian SPM.
BABV : Rencana AksiDaerah Pencapaian SPM.
BABVI : MekanismeMonitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.

(2)Dokumentasi RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
WaliKota ini.

Pasal6

RADSPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam
upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan
dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal.

Pasal5

BABIII
RADSPM

Ruang lingkup Peraturan WaliKota ini meliputi :
a. RADSPM;dan
b. pemantauan dan evaluasi.

Pasa14

BABII
RUANGLINGKUP

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman
kepada Perangkat Daerah dalam pencapaian kualitas pelayanan dasar kepada
masyarakat melalui penerapan SPM.

Pasa13

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan
arahan dalam upaya pencapaian target SPMTahun 2022 - 2026.

Pasa12

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2022 NOMOR 22

KOTABANJARMASIN,SEKRETARlSDAE

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal
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Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ::I~ Fe or-uar'L 2(,22

WALlKOTABANJARMASlN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjaramasin.

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Pasal9

BABV
KETENTUANPENUTUP

(1)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting untung
memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai bagian integral dari siklus
pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusun rencana aksi daerah,
pemantauan dalam pelaksanaan program dan evaluasi capaian kinerja yang
telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target
SPM.

(2)Wali Kota Banjarmasin menugaskan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan SPM untuk mengkoordinasi pelaksanaan pencapaian
RADSPM.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setiap 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 8

BABN
PEMANTAUANDANEVALUASl



RECANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022-2026

LAMPIRAN
PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR 22. TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH STANDAR
PELAYANAN MINIMALTAHUN 2022-2026


